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Abstract
The aim of research is to reveal the land legislation history at Kasultanan Yogyakarta during swapraja
era, the Kasultanan Yogyakarya  land astatus after the existence of UUPA since 24 September 1960nuntil
24 September 1983 at daerah Istimewa Yogyakarta, the legislation after the existence of UUPA at daerah
Istimewa Yogyakarta since 24 September 2983. The research  take place at Kasultanan Yogyakarta,
where now become Daerah Istimewa Yogyakarta, at the level provinsial  first grade, except at Kulonprogo
regency. The data type are primary  and secondary resources Qualitative method is used to analysis the
data collected. The swapraja  land at Yogyakarta after the existence of UUPA is not changing  yet as the
fourth dictum of UUPA not available  the government decree as implementation legislation, eventhough
most of swapraja land has been mastered by central government.
Key words :  Sultan Ground, Domeinverklaring.
A. Pendahuluan
Di dalam undang – undang dasar 1945
yang merupakan konstitusi negara, ditentukan
bahwa negara Republik Indonesia yang
kemerdekaannya diproklamasikan pada
tanggal 17 Agustus 1945 adalah sebagai negara
kesatuan. Sebagai konsekuensi logis dari
negara kesatuan, bahwa di seluruh wilayah
negara berlaku perarturan perundang –
undangan yang sama. Untuk mewujudkan hal
yang demikian, tentunya tidak mudah karena
memerlukan proses konstitusional sebagai
mana ditetapkan dalam Undang – Undang
Dasar 1945, terlebih apabila menyangkut
kepentingan masyarakat luas khususnya di
bidang pertanahan atau keagrariaan. Dalam
bidang pertanahan karena belum bisa dibuat
perarturan dengan segera setelah proklamasi
kemerdekaan, maka sesuai dengan pasal II
aturan peralihan Undang – Undang Dasar 1945,
digunakanlah ketentuan lama. Akibat
ketentuan tersebut, di Indonesia terdapat
dualisme hukum dalam bidang pertanahan,
yaitu sistem hukum barat peninggalan jaman
kolonial dan sistem hukum adat yang
merupakan hukum asli bangsa Indonesia.
Keadaan semacam ini baru mendapat
kejelasan pada tahun 1960, tepatnya 24 Sep-
tember 1960, yaitu saat diundangkannya
Undang – Undang pokok agraria (UU No.5
Tahun 1960 ).
Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA)
dibuat dengan maksud untuk mengadakan
unifikasi hukum pertanahan di Indonesia, tetapi
maksud ini tidak bisa langsung terwujud
setelah UUPA diberlakukan, karena tidak
semua daerah di wilayah Indonesia bisa begitu
saja diterapkan ketentuan – ketentuan  UUPA.
Salah satu daerah yang tidak bisa langsung
menerapkan UUPA adalah Daerah Istimewa
Yogyakarta ( UUPA berlaku secara resmi baru
mulai pada tanggal 24 September 1984 ).
Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan suatu
daerah yang pemerintahannya setara dengan
tingkat I ( propinsi ) dengan wilayahnya meliputi
Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Paku
Alaman ( Soedarisman Poerwokoesoemo,
1985 : X ). Sebagai daerah kerajaan, di Daerah
Istimewa Yogyakarta ( DIY ) mempunyai
perarturan sendiri dalam bidang pertanahan (
sebelum UUPA berlaku secara resmi di DIY,
yaitu Rijksblaad No. 16 Tahun 1918 dan No.
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18 Tahun 1919, tentang tanah-tanah yang tidak
dapat dibuktikan dengan hak eigendom dan
hak domain Kasultanan).
Dalam penjelasan umum, Perarturan DIY
No. 5 Tahun 1954 angka 4 mengenai pokok
pikiran juncto penjelasan pasal 11 dinyatakan
bahwa, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam
mengatur masalah pertanahan harus
berdasarkan prinsip atau asas domein
sebagaimana ditentukan dalam pasal 1
Rijksblaad Kasultanan Tahun 1918 No. 16 dan
Rijksblaad Tahun 1919 No. 18, di mana semua
tanah yang tidak dapat dibuktikan dengan hak
eigendom oleh pihak lain adalah milik/domain
kerajaan/keraton Yogyakarta. Hak domein bagi
Sultan (Raja) pada Kerajaan / Kasultanan
Yogyakarta ada sejak ditanda tanganinya
perjanjian Giyanti tahun 1755.
Tidak berlakunya UUPA di Daerah
Istimewa Yogyakarta pada waktu diundangkan
dan diberlakukan secara nasional, ada
pengecualiannya yaitu bahwa, UUPA tersebut
tetap diberlakukan sepanjang mengenai tanah
– tanah bekas hak barat ( hak eigendom dan
hak opstal ). Keadaan yang demikian ini, tentu
saja menimbulkan kesan bahwa di Indonesia
telah ada UU tentang agraria / pertanahan yang
bersifat nasional, ternyata di sebagian wilayah
negara masih ada ketentuan hukum lain yang
berlaku, meskipun pada dasarnya hanya ada
satu sistem hukum, yaitu sistem hukum adat,
karena dalam UUPA yang dipergunakan
sebagai dasar adalah juga hukum adat
sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 UUPA
tahun 1960, dan ketentuan yang berlaku di
dalam Keraton Yogyakarta ternyata juga hukum
masyarakat setempat ( hukum adat ). Keadaan
tersebut sangat berkaitan dengan keberadaan
tanah Kasultanan yang dimiliki Sultan atas
dasar asas domein yang masih tetap berlaku
pada waktu UUPA diundangkan.
Sebagai permasalahan yang akan dibahas
dalam penelitian ini ada tiga hal yakni pertama,
sejarah pengaturan pertanahan di Kasultanan
Yogyakarta pada masa Swapraja, kedua,  sta-
tus tanah Kasultanan Yogyakarta setelah
berlakunya UUPA pada tanggal 24 September
1960 hingga 24 September 1983 dan ketiga,
pengaturan pertanahan untuk selanjutnya,
setelah berlakukannya UUPA pada tanggal 24
September 1983 di Daerah Istimewa
Yogyakarta
B. Tinjauan pustaka
Penguasaan tanah oleh Sultan Yogyakarta
didapat sebagai pelaksanaan kesepakatan dari
perjanjian yang diadakan di Giyanti (sehingga
dikenal dengan nama Perjanjian Giyanti) pada
tahun 1755. Setelah adanya perjanjian Giyanti,
maka Sultan Hamengku Buwono mempunyai
hak milik (domein) atas tanah di wilayah barat
Kerajaan Mataram dan hal ini tetap harus hidup
dalam kesadaran hukum masyarakat (KPH.
Notojudo, 1975 : 4-5). Ketentuan yang sama
dalam Rijksblaad Kasultanan No. 16 tahun
1918 ditetapkan pula oleh Kadipaten Paku
Alaman dengan Rijksblaad Kadipaten No. 18
tahun 1918, sehingga di seluruh wilayah
Kasultanan Yogyakarta dengan tegas
diberlakukan asas domein.
Konsekuensi dari diberlakukannya asas
domein tersebut maka rakyat yang tidak
mempunyai hak eigendom, penguasaan
tanahnya adalah dengan hak “ anggaduh “
dengan kewajiban menyerahkan separo atau
sepertiganya hasil tanahnya jika merupakan
tanah pertanian dan apabila berupa tanah
pekarangan, maka mereka dibebani kerja tanpa
upah untuk kepentingan Raja ( Boedi Harsono,
1968 : 56 ).
Hak eigendom yang bisa dimiliki oleh
rakyat adalah berpangkal pada pasal 570 BW,
peraturan tersebut merupakan ketentuan yang
dikeluarkan pihak pemerintah Hindia Belanda.
Hal ini bisa diberlakukan di wilayah Kasultanan
Yogyakarta karena adanya ikatan kontrak
politik yang berlangsung hingga tahun 1940.
Berdasarkan kewenangannya sebagai
pemilik dan penguasa tanah mutlak (
pemegang domein ), Sultan setelah melakukan
reorganisasi kemudian menentukan /
menetapkan hak–hak atas tanah yang dapat
dimiliki oleh para warganya, yaitu meliputi :
1. Hak anggaduh
2. Hak angganggo turun – temurun
3. Hak andarbeni
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4. Hak pungut hasil
5. Hak didahulukan
6. Hak blengket
Terbentuknya negara Republik Indonesia
membawa perubahan pula bagi eksistensi bagi
Kasultanan Yogyakarta yang semula
merupakan bagian dari wilayah pemerintah
Hindia Belanda, kemudian Sultan menyatakan
bahwa Kasultanan Yogyakarta merupakan
bagian dari Republik Indonesia, kemudian
berdasarkan pada UU No.3 tahun 1950 junto
UU No. 19 tahun 1950 ditetapkan sebagai
Daerah Istimewa yang setara dengan daerah
tingkat I ( propinsi ).  Berdasarkan pada pasal
4 ayat (1) UU no 3 tahun 1950, DIY mendapat
kewenangan untuk mengurus beberapa hal
dalam rumah tangganya sendiri, salah satu
diantara urusan yang menjadi kewenangan DIY
adalah bidang keagrariaan / pertanahan.
UUPA No. 5 tahun 1960 mulai
diberlakukan secara nasional sejak tanggal 24
September 1960. Kewenangan keagrariaan
adalah ada pada pemerintah pusat namun,
pada pelaksanaannya dapat dilimpahkan pada
pemerintah daerah ataupun kepada
persekutuan masyarakat hukum adat.
Diktum ke – 4 dari UUPA menyatakan
bahwa hak dan wewenang atas bumi dan air,
swapraja dan bekas swapraja beralih pada
negara sejak berlakunya UUPA dan kemudian
akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah ( PP ). Dalam kenyataannya,
Perarturan Pemerintah tersebut tidak segera
diwujudkan. Untuk menjaga agar tidak terjadi
kekosongan hukum maka di wilayah Daerah
Istimewa Yogyakarta diterapkan ketentuan
berdasarkan Perarturan Daerah ( Perda )
Istimewa Yogyakarta No.5 / 1954 dan Perda
No. 10 / 1954.
UUPA diberlakukan sepenuhnya pada
daerah DIY sejak tanggal 24 September 1983.
Sebagaimana pada umumnya, bahwa pada
awal dimulai sesuatu kegiatan, tentu terdapat
berbagai kendala. Demikian pula saat UUPA
diberlakukan sepenuhnya di DIY untuk pertama
kali. Pada beberapa bagian sudah dapat
berjalan cukup baik, tetapi ada beberapa hal
yang belum dapat berjalan dengan baik dan
masih memerlukan penanganan – penanganan
yang dilakukan secara bertahap, antara lain
mengenai pendaftaran tanah, khususnya untuk
tanah yang merupakan bekas tanah hak adat
yang kenyataannya masih menggunakan
Perarturan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Keadaan seperti tersebut menunjukkan
bahwa pada dasarnya pada Daerah Istimewa
Yogyakarta pengaturan masalah keagrariaan
sejak tanggal 24 September 1983 sudah
berdasarkan pada UUPA, tetapi pada
pelaksanaannya masih memerlukan berbagai
langkah penyempurnaan yang tentunya hal ini
terus – menerus diupayakan sehingga dapat
diciptakan keadaan sesuai hukum yang
berlaku.
Tanggal 24 September 1960, diundangkan
Hukum Agraria Nasional yaitu UU No. 5 1960.
Dalam pelaksanaannya, ada beberapa wilayah
dikecua-likan untuk sementara (ditunda
berlakunya) antara lain Daerah Istimewa
Yogyakarta. Pengecualian/ penundaan
pelaksanaan UUPA menyangkut keberadaan
tanah di suatu wilayah, dalam hal ini tanah –
tanah di Keraton Yogyakarta.
Setelah UUPA diberlakukan di Daerah
Istimewa Yogyakarta pada tanggal 24 Septem-
ber 1983, terjadi perubahan mengenai
hubungan tanah dan subyek hak. Hal inilah
yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu
eksistensi tanah Keraton Yogyakarta setelah
diberlakukannya Undang – Undang Pokok
Agraria di wilayah tersebut.
C. Metode Penelitian
Lokasi penelitian di daerah Kasultanan
Yogya-karta yang sekarang menjelma menjadi
Daerah Istimewa Yogyakarta, setingkat
propinsi daerah tingkat I, kecuali daerah tingkat
II Kulonprogo.
Dipilihnya lokasi tersebut, karena semua
tanah yang dikuasai oleh Keraton Yogyakarta
( Sultan Ground ) letaknya tersebar secara
geografis di kelurahan atau desa yang ada di
DIY, yaitu Bantul, Sleman, Gunung Kidul, dan
kota praja Yogyakarta.
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Dalam penelitian ini, diperlukan dua
macam data yaitu data primer dan data
sekunder. Data primer diperoleh dari Pejabat
Kantor Pertanahan Yogyakarta, Pejabat
Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta
yang memahami benar perkembangan hukum
tanah di DIY dan juga dari Pejabat Panitikismo
Keraton Yogyakarta. Sedangkan data
sekunder diperoleh dari buku kepustakaan dan
Perarturan Perundangan yang berkaitan
dengan masalah tanah – tanah di DIY.
D. Hasil dan Pembahasan
1. Eksistensi Tanah Kasultanan
Yogyakarta sebelum berlakunya
UU No. 5 Tahun 1960.
 Pada tanggal 5 September 1945,
Sultan Hamengku Buwana IX menyatakan
bahwa Negri Yogyakarta bersifat Kerajaan
dan merupakan bagian dari Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Mulai tahun
1945, jabatan patih ditiadakan, sehingga
sejak saat itu seluruh kekuasaan praktis
berada di satu tangan yaitu Sultan.
 Untuk mengatur urusan pertanahan
sejak tahun 1946, dikeluarkan berbagai
Maklumat dan Petunjuk Jawatan Praja
Daerah Istimewa Yogyakarta yang
mengatur hak-hak atas tanah dan segala
sesuatu yang berhubungan dengan sta-
tus tanah, antara lain Maklumat No. 13
tahun 1946 tentang tanah negeri. Di
samping itu, berdasarkan Lembaran
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No.
12 tahun 1955, maka tanah bekas
emplasemen pabrik bekas krajan,
kawedanan, dll. menjadi kewenangan
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pemerintah Kraton merupakan rumah
tangga pribadi Sultan, sedangkan peme-
rintahan Kasultanan menjadi pemerintah
Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai
daerah yang setingkat dengan propinsi.
2. Eksistensi Tanah Kasultanan
Yogyakarta sesudah berlakunya
UU No. 5 Tahun 1960
 Tanah – tanah Keraton sesudah
berlaku-nya UUPA No. 5 Tahun 1960 tidak
banyak mengalami perubahan, masih
tetap seperti tersebut di atas, sebab
Diktum IV UU PA belum dapat
dilaksanakan, sehubungan belum ada-nya
pelaksanaannya, sungguhpun demikian,
data – data tanah swapraja yang disebut
tanah negeri sudah dikuasai Pemerintah
Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan
tanah Keraton diakui sebagai milik Keraton
berdasarkan Surat Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta No. VII / I.V / 384 /
80.
Keputusan Presiden No. 33 / 1984
menya-takan bahwa UU PA berlaku secara
sempurna di Daerah Istimewa Yogyakarta,
dengan demi-kian maka, seluruh
peraturan pelaksanaan dari Undang –
Undang tersebut juga berlaku di Daerah
Istimewa Yogyakarta, sebagai konse-
kuensinya, peraturan perunda-ngan
pengenai pertanahan yang ada pada waktu
itu menjadi tidak berlaku, hal ini terbukti
dalam Perarturan Daerah ( Perda ) Daerah
Istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 1984
yang merupakan pelaksa-naan lebih lanjut
dari berlakunya keputusan presiden No.
33 tahun 1984.
Dalam pasal 3 Peraturan Daerah DIY
No.3 tahun 1984, peraturan perundangan
yang dicabut adalah:
a. Rijksblaad Kasultanan No. 16 dan 18
tahun 1918
b. Rijksblaad Kasultanan No. 11 tahun
1928 jo. 1931 No. 2 dan Rijksblaad
Paku Alaman No. 13 tahun 1928 jo.
No. 1 / 1931
c. Rijksblaad Kasultanan No. 23 tahun
1925 dan Rijksblaad Paku Alaman
No. 25 tahun 1925
d. Perarturan Daerah No. 5, 10, dan 11
tahun 1954
e. Perarturan Daerah No.11 tahun 1960
jo. Perarturan Daerah No. 5 tahun
1960
f. Perarturan Daerah No. 5 tahun 1954
tentang hak – hak atas tanah
g. Perarturan Daerah No. 10 tahun 1954
tentang pelaksanaan keputusan desa
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h. Perarturan Daerah No. 11 tahun 1954
tentang peralihan hak milik
perseorangan turun temurun atas
tanah
Dengan dicabutnya peraturan –
peraturan daerah tersebut, mengakibatkan
berlakunya peraturan pemerintah No. 10
tahun 1961, tentang pendaftaran tanah
sebagai pelaksa-naan lebih lanjut dari
pasal 19 UUPA.
E. Simpulan
Eksistensi tanah Kasultanan Yogyakarta
sangat dipengaruhi oleh perkembangan hukum
tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta, baik
pada masa swapraja maupun setelah Indone-
sia merdeka tahun 1945. Perarturan
perundangan dalam bidang pertanahan di
Kasultanan Yogyakarta setelah adanya
reorganisasi berdasarkan asas domeinver-
klaring. Asas ini merupakan pernyataan
sepihak dari Sultan. Seperti yang termuat
dalam pasal 1 Rijksblaad Kasultanan No. 16 /
1918 : “ Sakabehing bumi kang ora ana tandha
yektine kadarben ing liyan, mawa wenang
eigendom, dadi bumi kagungane Kraton Ingsun
Ngayogyakarta. “ Dengan lahirnya negara
Republik Indonesia, membawa perubahan sta-
tus Kasultanan Yogyakarta, semula sebagai
bagian dari pemerintah Hindia Belanda
(kontrak politik 1940), sekarang menjadi bagian
dari Republik Indonesia dengan status Daerah
Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang –
Undang No. 3 / 1950 jo. UU No. 19 / 1950.
Sebagai konsekuensi dari pelimpahan
wewenang tersebut, maka Daerah Istimewa
Yogyakarta berwenang membuat per-aturan
yang menyangkut masalah pertanahan.  Tanah
– tanah Keraton Yogyakarta setelah berlaku-
nya UU No. 5 tahun 1960 tidak banyak
mengalami perubahan, sebab diktum ke – IV
UUPA belum ada perarturan pemerintah
sebagai pelaksanaannya, meskipun sebagian
tanah swapraja sudah dikuasai oleh pemerintah
daerah.  Tanah – tanah swapraja yang ada di
Daerah Istimewa Yogyakarta, sampai sekarang
masih dikenal dengan istilah Sultanaat ground
atau Siti Kagungandalem. Tanah Keraton yang
ada dalam Keraton Yogyakarta adalah tanah
Keprabon yang untuk Istana, Pagelaran,
Sitihinggil, Alun – alun, Sri Panganti,
Mandungan, tanah dalam lingkungan benteng
dan tanah untuk Dalem para Pangeran, maupun
tanah – tanah lain yang diperuntukkan untuk
instansi lain.
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